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PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR     8     TAHUN    2018 

TENTANG 

PEDOMAN SWAKELOLA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 91 ayat 

(1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut 

mengenai  pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola di  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 

  b. bahwa untuk mewujudkan kesamaaan pemahaman bagi 

PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola di 

Lingkungan K/L/PD dalam Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Swakelola perlu dibuat pedoman; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Pedoman Swakelola. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.761 -2- 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 314); 

  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN 

SWAKELOLA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan.  

2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau 

kelompok masyarakat. 
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3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 

memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah. 

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

7. Pejabat  Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

9. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang 

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan 

dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. 
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12. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 

adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab 

anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau 

penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis 

sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola. 

13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian 

tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana 

Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi: 

a. perencanaan swakelola; 

b. persiapan swakelola; 

c. pelaksanaan swakelola; 

d. pengawasan swakelola; dan 

e. serah terima hasil pekerjaan. 

 

Pasal 3 

Tipe Swakelola terdiri atas: 

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, 

dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran; 

b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi 

oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola; 

c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi 

oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 

Ormas pelaksana Swakelola; dan 

d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung 
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jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok 

Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh 

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim 

Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. 

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, 

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana 

biaya. 

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan 

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. 

(5) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai 

berikut: 

a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

PA/KPA; 

b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain 

pelaksana Swakelola; 

c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan 

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

 

BAB II 

PERENCANAAN SWAKELOLA 

 

Pasal 5 

(1) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. penetapan tipe Swakelola; 

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 
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c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran 

Biaya (RAB). 

(2) Penetapan tipe Swakelola disesuaikan dengan Pelaksana 

Swakelola. 

(3) PA/KPA membuat Nota Kesepahaman dengan Pelaksana 

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggung jawab 

anggaran menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah lain; 

b. pada Swakelola Tipe III, PA/KPA penanggung jawab 

anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan pimpinan Ormas; dan 

c. pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA penanggung jawab 

anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan pimpinan Kelompok Masyarakat; 

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak diperlukan pada Swakelola Tipe I. 

(5) Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan 

Kontrak Swakelola. 

 

Pasal 6 

(1) Kecuali pada Swakelola Tipe I, PPK menyusun spesifikasi 

teknis/KAK setelah penandatanganan Nota 

Kesepahaman. 

(2) PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan 

RAB. 

(3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan 

barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA-

KL dan RKA-PD. 
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BAB III 

PERSIAPAN SWAKELOLA 

 

Pasal 7 

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 

meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, 

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.  

(2) Sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA. 

(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

4 ayat (5). 

(4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK 

dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan 

tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah. 

(5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok 

Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

(6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 

dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan 

jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 

(7) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ output. 

(8) PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II dan Tipe III 

menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim 

Pelaksana Swakelola dari Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain atau Ormas. 

(9) PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan 

Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok 

Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

(10) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit berisi: 

a. para pihak; 

b. barang/jasa yang akan dihasilkan; 

c. nilai pekerjaan; 
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d. jangka waktu pelaksanaan; dan 

e. hak dan kewajiban para pihak. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN SWAKELOLA 

 

Pasal 8 

(1) Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan 

pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain 

dan/atau tenaga ahli. 

(2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima 

puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana. 

(3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 

Pasal 9 

(1) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak 

Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah 

Kesepakatan Kerja Sama. 

(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia. 

 

Pasal 10 

(1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak 

Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota 

Kesepahaman. 

(2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada 

pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak 

Swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa. 

(3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia. 
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Pasal 11 

(1) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak 

Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai 

dengan Nota Kesepahaman. 

(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia. 

 

Pasal 12 

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak 

dapat dihentikan atau dilanjutkan. 

(2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak 

dapat melakukan perubahan kontrak.  

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak 

disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun 

Anggaran. 

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur 

dalam kontrak. 

 

Pasal 14 

(1) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan 

sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK 

menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan 

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana 

untuk menyelesaikan pekerjaan.  

(2) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang 

didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 
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Pasal 15 

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan 

Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara 

berkala. 

(2) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan 

Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, 

pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. 

(3) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan 

administrasi, teknis, dan keuangan. 

(4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas 

melakukan evaluasi swakelola dan memberikan 

rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan 

korektif apabila diperlukan. 

 

Pasal 16 

(1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim 

Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak 

Swakelola. 

(2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim 

Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. 

 

Pasal 17 

(1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada PA/KPA. 

(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan 

Swakelola yang akan diserahterimakan. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam Berita Acara. 

 

Pasal 18 

Pedoman Penyelenggaraan Swakelola tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Lembaga ini. 
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Pasal 19 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

  Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2018 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

AGUS PRABOWO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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